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ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menunjukan
dan menyatakan bahwa dirinya berdaulat. Berdasarkan Pasal 201 ayat (6)
UU No. 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda untuk
menyelenggarakan Pilkada di tanggal 23 September 2020. Namun,
dikarenakan adanya covid-19, maka Pemerintah Indonesia memutuskan
untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020
melalui Perppu 2/2020. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di
masyarakat karena dinilai tidak realistis. Faktanya, hingga 16 Mei 2020
jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat. Mempertimbangkan
keselamatan dan kemashlahatan umat, kebijaksanaan seorang pemimpin
harus berorientasi pada hak-hak rakyat yang bertujuan untuk
mendatangkan kebaikan. Sehingga Pilkada di masa pandemi covid-19
tetap terlaksana dengan baik tanpa mengesampingkan keselamatan rakyat.
Dalam penelitian ini, peneliti memiliki dua rumusan masalah, yaitu
pertama, Bagaimanakah pandangan kebijakan publik mengenai
pelaksanaan pilkada disaat pandemi sedang berlangsung. kedua,
Bagaimanakah pandangan Magasid as-Syariah mengenai pelaksanaan

pilkada disaat pandemi berlangsung.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan
(library ressearch). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan
penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data yang
digunakan adalah sumber data primer yaitu Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, kemudian data sekunder
yang meliputi buku, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dan teori
Magqasid as-Syari'ah.

Hasil penelitian ini yaitu: 1. Kebijakan Pelaksanaan Pilkada
serentak tahun 2020 di era pandemi Covid-19 yang tertuang di Perppu
2/2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah sejalan
dengan konsep teori kebijakan. Namun dalam pelaksaannya di lapangan
banyak mengalami kendala terutama dalam hal penegakan protokol
kesehatan yang diterapkan dalam rangkaian Pilkada Serentak Lanjutan
Tahun 2020. 2. kebijakan Pemerintah yang tertuang pada Perppu 2/2020
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah sesuai dengan
konsep Magqasid as-Syariah. Hal tersebut didasari pada analisis yang

dilakukan oleh Penyusun, dimana esensi kebijakan Pemerintah Perppu
2/2020 ialah untuk mewujudkan kesejahteraan melalui menjaga sirkulasi
sistem demokrasi melalui pemilihan pemimpin, serta dalam
pelaksanaannya tetap memprioritaskan keselamatan dari semua elemen
yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di era
Pandemi Covid-19.

Kata kunci: Perppu 2/2020, Covid-19, Magqasid as-Syari'ah
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ABSTRACT

General elections are a means for the people to show and declare
that they are sovereign. Based on Article 201 paragraph (6) Law no. 10 of
2016, Indonesia has an agenda to hold regional elections on September 23,
2020. However, due to Covid-19, the Indonesian government decided to
reschedule the regional elections to December 9, 2020 through Perppu
2/2020. This decision caused debate in society because it was considered
unrealistic. In fact, until May 16 2020 the number of positive cases of
Covid-19 continued to increase. Considering the safety and welfare of the
people, the wisdom of a leader must be oriented towards people's rights
which aims to bring goodness. So that the Pilkada during the Covid-19
pandemic can still be carried out properly without compromising the
safety of the people. In this study, researchers have two problem
formulations, namelyFirst, What is the view of public policy regarding the
implementation of regional elections during a pandemic. second,How is
the view Magqasid as-Syariah regarding the implementation of regional

elections during a pandemic.

The type of research in this thesis is library research(library
ressearch). The nature of this research is descriptive. This research
approach uses a descriptive approach. The data source used is the
primary data source, namely Government Regulation in Lieu of Law
Number 2 of 2020, then secondary data which includes books, journals,
theses, and other literature. The theory used in this study is public policy
theory and theory Magqasid as-Syari‘ah,

The results of this study are: 1. The policy for implementing
simultaneous regional elections in 2020 in the era of the Covid-19
pandemic in Indonesia has not yet been carried out in accordance with
Perppu 2/2020 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors.
This is based on the elements of the planning, formulation, decision-
making, implementation of decisions, and evaluation stages of the
implementation of these decisions for people who are the targets of the
2020 simultaneous local election policies and can be said to have not been
effective. 2. Government policies contained in Perppu 2/2020 concerning
the Election of Governors, Regents and Mayors are in accordance with the
concept Maqasid as-Syari‘ah. This is based on the analysis conducted by the

Compilers, where the essence of Government policy Perppu 2/2020 is to
achieve prosperity through maintaining the circulation of the democratic
system through the election of leaders, and in its implementation still
prioritizing the safety of all elements involved in the implementation of the
2020 Simultaneous Regional Elections in the 2020 era. Covid-19
pandemic.

Keywords: Perppu 2/2020, Covid-19, Magqasid as-Syari‘ah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan

skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai

berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
Tidak di
\ Alif
lambangkan
< Ba’ B Be
< T2 T Te
< sa’ $ Es (dengan titik di atas)
z I J Je
Ha (dengan titik di
« Ha’ h
bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha

X




Dal D De
Zal Z Zet (dengan titik di atas)
Ra’ R Er
za’ Z Zet
Sin S Es
Syin Sy Es dan ye

Es (dengan titik di
Sad S

bawah)

De (dengan titik di
Dad d

bawah)

Te (dengan titik di
Ta’ t

bawah)

Zet (dengan titik di
za’ Z

bawah)
‘Aln ¢ Koma terbalik ke atas
Gain G Ge
Fa’ F Ef




3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L ‘el

B Mim M ‘em

o Nun N ‘en

B) Wawu W AV

° Ha’ H Ha

e ‘ : Apostrof
< Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

332x%a Ditulis Muta’addidah

83 Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila ta’ marbiitah di baca mati ditulis dengan 4, kecuali kata-kata Arab
yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan

sebagainya.
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Ditulis

hikmah

Ditulis

Jizyah

2. Bila ta’ marbutah di ikuti dengan kata sandang “al/” serta bacaan

kedua itu terpisah, maka di tulis dengan £

NWRPTEWES

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup dengan hdrakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis ¢

hdlllE) Ditulis Zakat al-fitrf
D. Vokal Pendek

- Fathah Ditulis A

- Kasrah Ditulis 1

. dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis A

Llals Ditulis Jahiliyyah

Fathah + ya’ mati | Ditulis A

(st Ditulis Tansa
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~I

Kasrah + ya’ mati | Ditulis

m S Ditulis Karim
dammah + wawu | Ditulis U
mati
Uas s Ditulis Furad
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati | Ditulis Ai
2K Ditulis Bainakum
Fathah + wawu | Ditulis Au
mati
J# Ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof ()

Al Ditulis A’antum

a3 R el Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

xiii



1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan

al.
ol Al Ditulis Al-Qur’an
ol Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta di hilangkan

huruf/ (el)-nya.

Ll Ditulis as-Sama
il Ditulis as-Syams
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau
pengucapannya.
o= Al 555 Ditulis Zawi al-furiid
L1 Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di

kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan

huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital

untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri
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didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital

adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Ole N 438 J 0 o) i) e

Syahru ramadan al-1az1 unzila fthil-Qur’an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur’an, hadis,
mashab syariat, lafaz.

2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-hijab.

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi kedaulatan Negara
berada di tangan rakyat, hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang
mengamanatkan seluruh warga negara berperan secara aktif dalam memilih
pemimpin. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang
berbunyi: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”, kaidah undang-undang menerangkan jika praktik
kedaulatan diterjemahkan dalam pemilihan langsung di berbagai level
pemerintahan, mulai dari memilih pemimpin negara (eksekutif dan legislatif),
hingga pemerintah daerah. Instrumen pemilihan pemimpin ini juga dijelaskan
dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang menegaskan
bahwa pemilihan umum adalah saran untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.!

Dalam konteks Pimilithan Kepala Daerah meskipun dalam
substansinya bukan rezim Pemilthan Umum karena dalam pemilu
pemilihannya berprinsip election, sementara Pilkada prinsipnya adalah
Selection, namun secara pelaksanaannya sama seperti pemilu. Pilkada ini
merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan

dan penyelenggara negara periode berikutnya. Selain daripada itu, pemilu

' Yusuf Adam Hilman dkk, Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di
Tengah Pandemi Covid-19, (Jurnal Ilmu Politik) Vol.2 No.2, Agustus, 2020, hlm. 129-148



merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih pemimpin juga dapat
dilihat sebagai proses evalusi dan pembentukan kontrak sosial.?

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana bagi rakyat untuk
menunjukan dan menyatakan bahwa dirinya berdaulat.’ Paham kedaulatan
rakyat menandakan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara
adalah rakyat, dan rakyat pulalah yang menentukan corak dan cara
pemerintahan diselenggarakan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah yang merupakan perwujudan dari paham kedaulatan rakyat.
Secara ideal, pemilithan umum bertujuan agar supaya terselenggaranya
perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur, damai sesuai dengan
mekanisme yang dijamin dan diamanatkan dalam konstitusi.

Secara umum Pilkada dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu:
dengan sistem dipilih langsung dan dengan sistem perwakilan. Sistem
pemilihan secara langsung merupakan kerangka kelembagaan baru dalam
mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Pemilihan secara langsung juga
diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki akuntabilitas lebih
tinggi kepada rakyat.* Sistem pemilihan perwakilan adalah jenis pemilihan
yang didasarkan pada prinsip sedikit orang yang dipilih untuk mewakili
sekelompok yang lebih banyak. Hal ini kebalikan dari sistem pemilihan

parlemen maupun presidensial yang biasanya digunakan dalam majelis

2 Djanedjri M, Pelanggaran dan Sengketa Pemilu, (Jakarta: Harian Seputar Indonesia,
2009), hlm. 1

3 Mustafa Luthfi, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia; Gagasan Perluasan
Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusional, (Yogyakarta, UII Press, 2010), hlm. 115

4 Kacun Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru
(Jakarta: Kencan Predana Media Group, 2010), hlm. 183



rendah, dan umumnya dibatasi oleh pengadilan konstitusional seperti majelis
tinggi.

Diakhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan terjadinya infeksinya
akut dengan penyebab yang belum diketahui, yang berasal dari salah satu
kota di Cina yakni Wuhan. Laporan kejadian itu dilaporkan ke World Health
Organization (WHO) setidaknya terdapat pmeumonia yang berat di suatu
daerah di Wuhan. Dugaan sementara awal ini terjadi terkait dengan pasar
basah yang menjual ikan, hewan laut dan hewan lainnya. Pada 10 Januari
2020 penyebab dari pmeumonia berat misterius ini terindetifikasi dan
didapatkan kode genetiknya yaitu Corona Virus jenis baru.’

Kasus pertama pasien Corona Virus Disease 2019 atau yang disingkat
Covid-19 ini tercatat ada dua orang yang terjangkit pada tanggal 2 Maret
2020 oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini langsung membuat heboh
masyarakat Indonesia. Pemerintah mengkonfirmasi kasus 1 dan kasus 2 yang
menimpa ibu serta putrinya di Depok, Jawa Barat. Keduanya terinfeksi
Corona dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia pada
Februari 2020. Pengumuman tersebut menjadikan masyarakat cemas dan
khawatir ikut terinfeksi Covid-19.° Bukan hanya itu, penyebaran covid ini
sangat cepat dan tidak terkendali, sehingga menjadi pandemi Covid-19

mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia.

5> Diah Handayani dkk, Corona Virus Disease 2019, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol. 40,
No. 2, april 2020

®Kilas Balik Awal Mula Masuknya Covid-19 ke Indonesia,
https://news.detik.com/berita/d-5965789/awal-corona-masuk-indonesia-dan-kilas-balik-2-tahun-
lalu, diakses tanggal 24 Juli



https://news.detik.com/berita/d-5965789/awal-corona-masuk-indonesia-dan-kilas-balik-2-tahun-lalu
https://news.detik.com/berita/d-5965789/awal-corona-masuk-indonesia-dan-kilas-balik-2-tahun-lalu

Kejadian ini direspon oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan
status wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret
yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Selanjutnya Presiden membentuk
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka
mengkoordinasikan kapasitas pusat dan daerah.” Hal ini tentu akan menunda
agenda-agenda besar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, tak terkecuali
Pilkada serentak 2020.

Perlu digaris bawahi bahwa negara harus memenuhi hak politik bagi
setiap warga negaranya. Karena Indonesia menganut sistem pemerintahan
demokrasi yang berarti hak turut serta warga negara menjadi bagian yang
penting dari demokrasi. menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim,
bahwa dalam paham demokrasi, rakyat yang dianggap sebagai pemilik
kekuasaan tertinggi negara. Rakyat juga yang menentukan penyelengaraan
pemerintahannya. Rakyat juga yang menetukan tujuan yang hendak mereka
capai bersama.? Dalam konteks Pilkada, hal ini merupakan amanat konstitusi
kita yang tercantum pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945
keharusan ini yang menjadikan Pilkada ini sebagai syarat memilih Dewan

Perwakilan Daerah. meskipun hak politik setiap warga negara harus

7 KEPPRES No.12 Tahun 2020 tentang penetapan bencan nonalam penyebaran Corona
Virus Diseases 2019 (COVID-19)
8 Hak manusia sebagai warga negara dalam berpolitik, Putri Awalia

https://www.kompasiana.com/putriawalial 979//hak-manusia-sebagai-warga-negara-dalam-
berpolitik / diakses tgl 28 Agustus


https://www.kompasiana.com/putriawalia1979//hak-manusia-sebagai-warga-negara-dalam-berpolitik%20/
https://www.kompasiana.com/putriawalia1979//hak-manusia-sebagai-warga-negara-dalam-berpolitik%20/

sepenuhnya diberikan, negara juga harus menjamin atas keselamatan dan
kesehatan setiap warga negaranya. Hal tersebut termaktub dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 28 H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidung yang baik dan
sehat serta berhak memeperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini menjadi
dilema bagi pemerintah karena di satu sisi ada tekanan untuk tetap
memberikan hak politik terhadap warga negaranya, dan di satu sisi negara
juga harus menjamin kesehatan bagi warganya.

Indonesia menjadi 1 dari 55 negara yang memilih untuk menunda
pelaksanaan pemilu lokal. Sedianya, berdasarkan Pasal 201 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda untuk
menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23
September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Selanjutnya disingkat Perppu 2/2020),
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada
menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di
masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Penjadwalan pilkada di bulan
Desember 2020 dinilai tidak realistis. Faktanya, hingga 16 Mei 2020 jumlah
kasus positif Covid-19 terus meningkat secara nasional.’

Dalam Islam, pemeliharaan terhadap jiwa merupakan sesuatu yang
penting dan wajib dalam ajaran agama Islam, hal ini tetuang pada prinsip

Magqasid as-Syari'ah. Magqasid as-Syariah terdiri dari dua kata, yakni: Magqasid

° Edward Aspinall & Ward Berenschot, 2019, Democracy for sale: Elections, clientelism,
and the state in Indonesia, (Ithaca and London: Cornell University Press), hlm 189



yang merupakan jama’ taksir dari isim mufrad “maqshud” yang berarti tujuan,
maksud, dan lain-lain. Sementara, Syariah berarti syariat agama, hukum-

hukum syari’.!® Jadi, Magqasid as-Syari’ah adalah tujuan yang ingin dicapai

oleh syariat yang ditetapkan oleh Allah agar kemashlahatan manusia bisa

terwujud.!!

Magqasid as-Syari’ah menurut Imam Syatibi, ada lima bentuk Magqasid
as-Syari ah. lima bentuk ini disebut sebagai lima prinsip umum atau kulliyat
al-khomsah. Lima bentuk Magasid as-Syari’ah ini antara lain:'?

1. Melindungi agama (Hifdzu Ad-din)

2. Melindungi jiwa (Hidzu An-Nafs)

3. Melindungi akal (Hifdzu Al-Aql)

4. Melindungi harta (Hifdzu Al-Mal)

5. Melindungi keturunan (Hifdzu An-Nasb)

Mempertimbangkan keselamatan dan kemashlahatan umat tugas
utama bagi pemangku kebijakan di suatu kekuasaan. Kebijaksanaan seorang
pemimpin harus berorientasi kepada hal-hal yang menyangkut hak-hak rakyat
yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga pada konteks
kebijakan Pilkada di masa pandemi Covid-19 tetap terlaksana dengan baik

tanpa mengesampingkan keselamatan rakyat.

10 https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-

dalamnya-tIvlj/ diakses tanggal 14 Sep. 22

" https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-
dan-bentuk-bentuknya/ diakses tanggal 14 Sep. 22

12 Ibid,.
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Atas disusunnya latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk
meneliti dan melakukan kajian dengan menganalisis kebijakan pemerintah
yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 tahun 2020 yang menjadi polemik pada tahun 2020 di Indonesia, ditinjau

dari perspektif Maqasid as-Syari'ah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian
dengan susunan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah pandangan kebijakan publik mengenai pelaksanaan
pilkada disaat pandemi sedang berlangsung?

2. Bagaimanakah pandangan Magqasid as-Syariah mengenai pelaksanaan

pilkada disaat pandemi berlangsung?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya,
maka penelitian ini bertujuan untuk :
a. Menjelaskan pandangan konstitusi Indonesia mengenai pelaksanaan
pilkada di masa pandemi berlangsung.

b. Menjelaskan pandangan Maqasid as-Syariah terhadap pelaksanaan

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020 di
Indonesia.

2. Kegunaan penelitian



a. kegunaan teoritis
1) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan
pengetahuan bagi pelajar maupun mahasiswa sebagai referensi
umum, khususnya tentang pemilu pada kondisi darurat.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi

hukum Islam secara umum, khususnya mengenai konsep Maqasid

as-Syari'ah,

b. kegunaan praktis

1) Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberi ilmu
pengetahuan yang bermanfaat untuk mengetahui proses
pembentukan kebijakan Pemerintah mengenai pemilu di keadaan
darurat dan analisis pelaksanaan pemilu tersebut.

2) Bagi pemerintahan, semoga dapat menjadi masukan bagi
pemerintah pusat ataupun bagi pemerintahan daerah agar dapat
terlaksana lebih baik sehingga menimbulkan kemashlahatan umat

pada prinsip Magqasid as-Syari'ah.

D. Telaah Pustaka
Telaah Pustaka berisikan tentang penjelasan secara sistematis hasil
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki
keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian
yang telah dilakukan terkait dengan Pilkada serentak 2020 ditengah

pandemi Covid-19 ini.



Pertama, Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa
Darurat Pandemi Covid-19 di Indonesia yang ditulis oleh Aprista Ristyawati.
Dalam tulisannya wabah Covid-19 ini mengubah tatanan sosial diseluruh
dunia, tak terkeuali di Indonesia. konkritnya terjadi pada pelaksanaan
pemilihan umum daerah yang dilaksanakan pada desember 2020 di
Indonesia. Pelaksanaan dan penundaan Pilkada Serentak tahun 2020 di
tengah pandemi Covid-19 ini memiliki dampak positif maupun dampak
negatif. Dampak positifnya yakni amanat konstitusi dan regulasi yang
berlaku tetap terlaksana, hak konstitusi peserta pilkada dan hak masyarakat
tetap terpenuhi, mengurangi praktik praktik kepemimpinan daerah yang
terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan
anggaran Pilkada. Sedangkan dampak negatifnya yakni resiko penularan
Covid-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan meskipun
potensi kecura/ngan dalam pemilu itu tetap ada meskipun tidak dalam
kondisi pandemi, namun disaat pandemi potensi itu semakin tinggi, selain
itu juga penolakan yang terjadi akan meningkatkan angka golput. Maka dari
itu, upaya-upaya agar pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini tetap terlaksana
dengan baik yakni harus meningkatkan pengawasan protokol kesehatan
kepada setiap elemen yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada, tetap
menjaga dan meningkatkan komitmen terhadap integritas dalam

penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, dan kedisplinan masyarakat.'3

13 Aprista Ristyawati, Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa
Darurat Pandemi Covid-19 di Indonesia, Vol.02, No. 02. Nov. 2020.
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Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan untuk meninjau
efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum daerah 2020 di Indonesia,
namun dalam penelitian yang akan ditulis, perbedaannya adalah dari

perspektif yang lebih luas yakni menggunakan perspektif Magasid as-

Syari'ah. Kedua, Implementasi Pengaturan Kampanye Pilkada Dalam Masa

Pandemi Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana
Nonalam Covid-19 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman) yang ditulis
oleh Gema Ikhsandy Santosa. Dalam penelitian ini meneliti mengenai
implementasi pelaksanaan kampanye pilkada dalam masa pandemi di
Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor
penghambat kampanye dalam pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten
Sleman dan pengimplementasiannya, karena kampanye merupakan media
bagi calon pemimpin rakyat yang baru untuk mengenalkan dan sekaligus
menyampaikan visi dan misinya jika seandanyai dirinya terpilih menjadi
pemimpin. Banyak terjafdi pelanggaran dalam tahapan kampanye, data
dilapangan yang terjadi adalah terkait implementasi pelaksanaan kampanye
pilkada dalam masa pandemi di Kabupaten Sleman di tinjau dari dari PKPU

Nomor 6 Tahun 2020 pada dasarnya penyelenggara pemilihan yakni KPU
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dan Bawaslu Kabupaten Sleman telah secara tegas mematuhi ketentuan
Kampanye yang ada di PKPU Nomor 6 Tahun 2020.'4

Persamaan kajian dalam penelitian ini terdapat pada konteks Pilkada
serentak 2020. Sementara perbedaannya terdapat pada perspektif kajian,
objek kajian (regional), dan di dalam penelitian ini membahas tentang
implementasi.

Ketiga, Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19
Perspektif Qowaid Fighiyyah oleh Fachri Wahyudi dan Muhammad
Hanifannur. Dalam penelitiannya tentang pelaksanaan Pilkada serentak di
masa pandemi Covid-19 ini menggunakan persepektif Qowaid Fighiyyah
yang mengkaji tentang pelaksanaan Pilkada di masa pandemi di Indonesia
dari sudut pandang syariah. kebijakan ini menjadi perdebatan di tengah
masyarakat, mengingat masih masifnya penyebaran Covid-19 dan tinggi
data masyarakat yang terdampak virus ini. Dengan menggunakan perspektif
agama dalam disiplin ilmu agama Islam pemeliharaan jiwa adalah satu hal
yang penting dalam ajaran agama Islam, hal ini menjadi prioritas utama
karena dalam kondisi darurat kita diperbolehkan melakukan sesuatu yang
sebelumnya itu dilarang seperti memakan bangkai jika disatu kondisi kita
tidak menemukan makanan lagi kecuali bangkai tersebut, dan diperbolehkan

mengatakan perkataan kufur apabila nyawa seseorang itu terancam. Pemilu

4 Gema Ikhsandy, Implementasi Pengaturan Kampanye Pilkada Dalam Masa

Pandemi Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman,
Skripsi, Program Strata 1 Universitas Islam Indonesia, 2020.
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adalah salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di dalam
penyelenggaraan pemerintah, dimana rakyat diberikan hak untuk aktif
dalam menentukan pemimpinnya.

Persamaan penelitian ini yakni pada objek kajiannya yang mengkaji
tentang pelaksanaan Pilkada di masa Covid-19. Perbedaannya terdapat dari
perspektif kajiannya yang menggunakan perspektif Qowaid Fighiyyah dan
lebih kepada mengkaji kemashlatannya.

Keempat, Analisis Yurisdis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif PKPU Nomor 6 Tahun
2020 oleh Andrian Marsella. Dalam peneilitiannya yang membahasa tentang
Pilkada 2020 ini menjelaskan urgensi yang mendesak pelaksanaan Pilkada
ini tetap harus dilaksanakan pemilihan kepala daerah mesipun pandemi
Covid-19 belum berakhir. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran
terjadinya kekosongan Kekuasaan di suatu daerah, (b) dikhawatirkan juga
penundaan pemilu hingga waktu yang tidak ditentukan atau hingga pandemi
Covid-19 berakhir akan menganggu pemilihan serentak nasional presiden
dan wakil presiden di seluruh daerah Indonesia sehingga dalam pelaksanaan
pemilu akan tidak efektif.!?

Persamaan penelitian ini dari objek kajiannya yang menganalisis
menggunakan yuridis dari Pilkada 2020. Perbedaannya terdapat dari
perspektif yang digunakan yakni menggunakan Perspektif PKPU Nomor 6

Tahun 2020.

15 Andrian Marsella, Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun
2020 di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
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E. Kerangka Teoretik
Untuk dapat membuat suatu karya ilmiah, diperlukan kerangka
teoritik sebagai pisau analisis. Oleh karena itu, untuk memecahkan dan
menjawab pokok permasalahan yang disebutkan di sub-bab sebelumnya,
penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis
pokok permasalahan tersebut. Beberapa teori tersebut antara lain:
1. Kebijakan Publik
Kebijakan adalah hal yang berkaitan dengan perencanaan,
perumusan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, serta
evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang
yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Kebijakan adalah suatu
kumpulan keputusan yang diambil orang-orang yang memiliki
kewenangan atau kekuasaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan- kebijakan itu
mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.'¢
Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplam mengartikan
kebijaksanaan sebagai a projected program of goals, values and
practices yang berarti suatu kebijakan atau program pencapaian tujuan,
nilai-nilai dan pokok yang terarah. Sedangkan penjelasan lain
menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang
diusukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu

lingkungan tertentu dengan menunjukan kesempatan dan hambatan

16 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009),
hlm. 20



14

terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan
tersebut.!”

2. Magqasid as-Syari'ah

Maqasid as-Syari'ah secara etimologi (lughowiy), terdiri dari dua

kata, yaitu Magqgasid dan Syari’ah. Maqasid sebagai bentuk jama’ yang

berarti kesengajaan, maksud, atau tujuan. Sementara kata Syariah berati
jalan menuju sumber mata air (A/-Mawardhi Tahdar ilaa Al-maa). Jalan
menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai ke arah sumber

pokok kehidupan.!® Pemakaian kata as-Syariah dengan arti tempat

tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air
merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan.
Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber
kehidupan setiap muslim, kemashlahatannya, kemajuannya, dan
keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariat manusia
akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air
untuk diminum.

Sementara secara terminologi Magqasid as-Syariah sebagaimana

yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghozali dalam kitabnya Al-Mushtafa

hanya ada lima Magqasid as-Syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Namun Imam Al-Ghozali tidak menyebutkan

17 M. Irfani Islamy, prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara,
2000), hlm. 15
18 Ahmad Sarwat, Magqasid as-Syari'ah, (Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2019) hlm. 14
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definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.!” Sementara

menurut Imam Ibnu Asyur definisi Maqasid as-Syari'ah adalah sejumlah

makna dan hikmah yang disimpulkan oleh pembuat syariat pada semua
syariat atau sebagian besarnya. Hal-hal yang dikehendaki syar’i (Allah)
untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk
memelihara kemashlahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan
mereka secara khusus.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diketahui bahwa Maqasid as-
Syariah  merupakan rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak

diwujudkan oleh syar’i dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.?’

Dengan demikian Maqasid as-Syariah merupakan tujuan atau kiblat

hukum syara, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya

kesana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam Maqasid as-Syari'ah

adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam
mengaplikasinya, karena masalah yanng akan diwujudkan harus

mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pikiran semata.

F. Metode Penelitian
Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian berkaitan dengan analisa dan
konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metodologis berarti penelitian tersebut sesuai dengan metode atau cara

19 Ibid,.
20 Busyro, Magqashid Al-Syariah (Jakarta: Kencana, 2019) hlm 6-7
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tertentu. Sistematis sendiri berarti suatu penelitian tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan untuk
menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun menyajikan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian
hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan
kepustakaan atau data sekunder belaka serta literatur dan penelitian-
penelitian tentang berbagai teori dan susut pandang hal yang berkaitan
dengan masalah yang akan diteliti. Melalui penelitian ini, penulis dapat
membaca dan memperoleh teori-teori dari berbagai buku, majalah, jurnal,
atau dokumen lainnya terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2020 di era
pandemi Covid-19 dan menetapkan hukum serta merangkum hasil
penelitian dari beberapa sumber yang berbeda-beda ini.
2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum
kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh saran tentang suatu
permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif yuridis karena
memaparkan permasalahan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah dengan mengunakan Magasid as-Syari'ah tentang pelaksanaan

Pilkada serentak tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19.

3. Pendekatan penelitian
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Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan

untuk memperoleh saran tentang suatu permasalahan tertentu. Penelitian

ini bersifat deskriptif karena memaparkan permasalahan terkait kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengunakan AMagasid as-

Syariah tentang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah

Pandemi Covid-19.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum dari dokumen resmi
seperti Al-Quran dan As-Sunnah, Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Serentak serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
menjelaskan bahan hukum utama. Bahan hukum ini muncul dalam
bentuk publikasi hukum dari semua dokumen tidak resmi. Oleh
karena itu, bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku-
buku Fikih, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan majalah-

majalah yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif. Urutan dari analisis deskripsi kualitatif atau sistematis

tidak memiliki prinsip panduan yang jelas dalam penggunaannya, tetapi
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prinsipnya setiap pernyataan yang diajukan yang harus dijawab dengan
cara yang saling terkait atau saling terkait dalam analisis data. Selain itu,
data akan dianalisis secara menarik beberapa kesimpulan dan penemuan
berdasarkan karya penelitian. Oleh karena itu, apabila data yang
diperlukan dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif
dan deskriptif, maka pada langkah selanjutnya dari proses pengolahan dan
analisis data, peneliti dalam analisis menemukan langkah-langkah melalui
induktif yang semacam aturan khusus. Kemudian menarik mereka ke

dalam aturan umum..

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok
pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini,
seperti:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang
rencana penelitian yang berisi sub-sub seperti latar belakang masalah yang
mendasari rencana pelaksanaan penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan
penelitian, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, motode
penelitian sampai sistematika pembahasan

Bab kedua adalah bagian penggembangan landasan teori atau
penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori kebijakan publik dan

konsep Maqasid as-Syari'ah. Sehingga kedua teori inilah yang digunakan

untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
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Bab ketiga adalah paparan data yang terdiri dari penjelasan dari
pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 perspektif

Maqasid as-Syari‘ah. Serta dasar hukum kebijakan Pilkada di era pandemic

Covid-19, serta mendeskripsikan alasan-alasan  pemerintah  tetap
melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020
Bab empat adalah bagian analisis yang merupakan jawaban dari

rumusan masalah penelitian tentang perspektif Magasid as-Syariah dalam

pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Bab kelima adalah bagian penutup, dimana dalam bab ini menjadi
bagian terakhir dari seluruh rangkaian penyusunan skripsi ini yang
didalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian

dan sara-saran yang kan penulis sampaikan kepada pembaca.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka
penyusun menarik kesimpulan menjadi jawaban dari rumusan masalah
dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di era pandemi
Covid-19 di Indonesia belum berjalan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hal ini berdasarkan unsur-
unsur dalam perumusan kebijakan Perpu No 2 Tahun 2020 ini seperti
tahap perencanaan, perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan
keputusan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan tersebut
terhadap orang-orang yang menjadi sasaran kebijakan Pilkada serentak
tahun 2020 dapat dikatakan belum efektif. Faktor kekurangan dari
kebijakan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di era Pandemi
Covid-19 ini yaitu dalam segi pelaksanaan keputusan, kekurangan yang
paling menonjol dalam unsur ini adalah tidak tegasnya penegakan
hukum kepada kontestan-kontestan Pilkada 2020 yang melanggar
protocol Kesehatan ketika tahapan kampanye, kurangnya integritas dari
panitia pelaksanaan Pilkada, serta factor masyarakat yang terlibat dalam
Pilkada serentak 2020 yang belum memahami betul pentingnya

protocol Kesehatan disamping mereka harus memilih calon
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pemimpinnya untuk daerahnya masing-masing. Selain itu, unsur
evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan juga mengalami kekurangan
dalam kebijakan Pilkada serentak 2020, hal ini mengakibatkan
penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang semula akan
dilaksanakan September, namun karena pandemic yang belum kondusif
ditunda pelaksanaannya menjadi Desember 2020.

Penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah tentang Pilkada
Serentak Lanjutan tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19 yang tertuang
pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah sesuai

dengan konsep Magqasid as-Syari'ah. Hal tersebut didasari pada analisis

yang dilakukan oleh Penyusun, dimana esensi kebijakan Pemerintah
dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ialah
untuk mewujudkan kesejahteraan melalui menjaga sirkulasi system
demokrasi melalui pemilihan pemimpin, serta dalam pelaksanaannya
tetap memprioritaskan keselamatan dari semua elemen yang terlibat
dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di era Pandemi Covid-

19. Jadi selaras dengan prinsip-prinsip fundamental Magasid as-Syariah

yang berorientasi pada upaya mewujudkan kemashlahatan dan
menghindarkan dari kemudharatan. Kebijakan pemerintah dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah sesuai dengan
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nilai-nilai syariat yang terbingkai dalam Magqoshid Syari’ah yakni
Pemeliharaan Agama (Hidz Ad-Din), Pemeliharaan Jiwa (Hifdz An-
nafs). Hal tersebut berdasarkan pada Analisa Penyusun yang
membuktikan bahwa kebijakan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun
2020 di era Pandemi Covid-19 telah sesuai dengan lima indicator tujuan

Magqasid as-Syari'ah.

B. Kritik dan saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penyusun

uraikan di atas, maka dalam hal ini penyusun memberikan saran sebagai

berikut:

1.

Bagi pemerintah, Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum di era
Pandemi Covid-19 perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya
manusia, hukum yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum harus
dipertegas, penegakan hukum harus benar-benar tidak pandang bulu,
profesionalitas dari panitia Pemilu dalam mengayomi masyarakat yang
akan mencoblos, serta sosialisasi pentingnya Pemilu, tetap menjaga
protocol Kesehatan dan pentingnya vaksinasi Covid-19 kiat
digencarkan guna menyukseskan kembali Pemilu yang akan datang
terkhusus di Pemilu tahun 2024 mendatang agar agenda-agenda politik
di Indonesia tidak dihadapkan dengan dilema ditengah Pandemi Covid-
19 kembali.

Bagi pemerintah, sudah sepatutnya pemerintah mempertimbangkan

pelaksanaan Pemilu ini dengan metode yang terbarukan, seperti
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pelaksanaan Pemilu secara online atau E-voting dengan segala
peraturan dan kebijakan. Hal ini merupakan inovasi ini bukan hanya
sekedar lebih meminimalisir masyarakat dari dampak Pandemi, metode
ini juga dapat meringkas dan dapat memankas anggaran Pemilu yang
tidak sedikit.

Bagi penyelenggara Pemilu seharusnya lebih dapat
mempertegas kebijakan serta sanksi-sanksi bagi pelanggar protocol
Kesehatan secara lebih ketat pada era Pandemi seperti saat ini agar
dapat tercipta Pemilu yang efektif dan sesuai dengan kebijakan yang
ada, dan penegakan aturan ini harus merata kesetiap elemen-elemen
yang terlibat dalam Pemilu sehingga adil secara keseluruhan bagi calon

pemimpin dan bagi masyarakat.
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